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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang 

Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam 

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran 

penggunaan ruang di kawasan wisata Sungai Lintang belum 

berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun pemerintah 

daerah telah memiliki dasar hukum serta melakukan upaya 

pengawasan dan pembinaan, pelaksanaan di lapangan masih 

cenderung bersifat pasif dan belum diikuti dengan penegakan 

sanksi yang tegas, sehingga pelanggaran pemanfaatan ruang 

masih terjadi. 

2. Tinjauan Siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat 

Lawang Tahun 2024-2044 dalam Melakukan Pengawasan 

serta Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penggunaan 

Ruang di Kawasan Wisata Sungai Lintang 

Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa fungsi eksekutif pemerintah 

daerah dalam menjalankan amanah pelaksanaan kebijakan 

dan penegakan hukum belum terlaksana secara maksimal 
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dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan ketertiban tata 

ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran 

pemerintah daerah melalui pengawasan yang aktif, 

konsistensi penegakan hukum, serta pelaksanaan 

kewenangan secara tegas dan bertanggung jawab sesuai 

prinsip pemerintahan dalam Islam. 

B. Saran-saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat 

Lawang dalam memperkuat implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, 

khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum 

pemanfaatan ruang di kawasan wisata Sungai Lintang. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan 

teknis lanjutan, seperti penetapan zonasi rinci dan pedoman 

pemanfaatan ruang kawasan wisata, agar ketentuan RTRW 

yang bersifat makro dapat diterapkan secara lebih jelas, 

terarah, dan efektif di lapangan. 

 Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat 

meningkatkan pola pengawasan yang terencana dan 

berkelanjutan melalui pemantauan rutin serta pendataan 

aktivitas pemanfaatan ruang. Pendekatan persuasif yang 

selama ini diterapkan diharapkan tetap disertai dengan 

mekanisme penegakan hukum yang bertahap dan terukur, 

sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, 
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perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi 

masyarakat lokal. 

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kawasan Wisata 

Sungai Lintang 

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha 

mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tata 

ruang yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat berperan 

aktif dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang sebagai 

bagian dari upaya mewujudkan kawasan wisata yang 

tertata, aman, dan berkelanjutan. 

 Pelaku usaha di kawasan wisata Sungai Lintang juga 

diharapkan dapat menyesuaikan aktivitas usahanya dengan 

ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah serta bersikap kooperatif dalam proses 

pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, aktivitas 

ekonomi masyarakat dapat terus berjalan seiring dengan 

upaya perlindungan lingkungan dan kepentingan publik. 
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